BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap identifikasi masalah yang telah dibahas

pada bab sebelumnya, maka Penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Suatu peran itu menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-
aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya.
Sesuai dengan teori ini, harapan peran merupakan pemahaman bersama
yang menuntun individu untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam hal ini, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 3403 K/Pdt/2016, terdapat peran Notaris dan PPAT
dalam peralihan hak atas tanah sehubungan dengan adanya perjanjian
nominee. Peran Notaris dan PPAT dalam peralihan hak atas tanah
tersebut terdapat dalam akta Notaris tentang sewa menyewa tanah, akta
Notaris tentang pengakuan hutang dengan memakai jaminan, akta Notaris
tentang pernyataan dan kuasa, akta Notaris tentang APHT. Perjanjian
nominee yang dibuktikan dengan akta PPAT dan Notaris termasuk ke
dalam kualifikasi peralihan hak atas tanah. Hal ini didasarkan pada
pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa
keempat akta yang dibuat oleh Eddy adalah batal demi hukum. Perjanjian
nominee tersebut dituangkan dalam keempat akta tersebut yang pada
dasarnya ingin memindahkan hak milik atas tanah tersebut kepada Alain
yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Seorang Notaris memiliki
larangan dan ketidakwenangan untuk membuat akta yaitu dalam keadaan
tertentu Notaris dilarang membuat akta, larangan ini hanya ada pada
subjek hukum para penghadap, jika subjek hukumnya dilarang, maka

substansi akta (perbuatannya) apapun tidak diperkenankan untuk dibuat.
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Kemudian, peran PPAT dalam peralihan hak atas tanah sehubungan
dengan adanya perjanjian nominee adalah haruslah memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga segala
sesuatu yang dilakukan oleh PPAT tersebut tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan dan merugikan orang lain. Peran Notaris
dan PPAT dalam peralihan hak atas tanah sehubungan dengan adanya
perjanjian nominee telah melanggar hukum dan lalai melaksanakan

kewajiban dan tugasnya sebagai pejabat umum.

Kewenangan adalah hal yang berkaitan dengan berwenang atau hak dan
kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan Notaris
dan PPAT adalah berkaitan dengan pembuatan berbagai akta. Sebagai
contoh, akta jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, dan lain
sebagainya. Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewenangan untuk
mencegah terjadinya pembuatan perjanjian yang bertentangan dengan
Undang-Undang vyaitu perjanjian nominee yang diwujudkan dari
kewenangan notaris dalam penyuluhan hukum. Berdasarkan putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3403 K/Pdt/2016, Eddy
selaku Notaris dan PPAt dapat dianggap lalai dalam memberikan
penyuluhan hukum dan bersedia memberikan pelayanan kepada para
pihak dalam membuat akta autentik yang membentuk perjanjian nominee
hak atas tanah bagi orang asinh dalam peralihan hak atas tanah sehingga

hal tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum.

. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, maka akibat
hukum yang terjadi akibat adanya perjanjian nominee yang dibuktikan
dengan akta Notaris dan PPAT adalah batal demi hukum. Hal tersebut
dikarenakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang asing yaitu
Alain serta Eddy selaku Notaris dan PPAT adalah bertentangan dengan
hukum. Tidak hanya bertentangan dengan hukum, namun bertentangan

juga dengan moral dan kesusilaan. Hal tersebut dibuktikan dengan
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dibuatnya beberapa akta yang secara tidak langsung ingin memindahkan
hak milik atas tanah WNI kepada orang asing tersebut. Dalam kasus ini,
Eddy telah membuat akta yang bertentangan denga peraturan yang ada,
sehingga akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak
memenuhi syarat sahnya perjanjian berkaitan dengan sebab yang halal.
Dengan demikian maka pembuatan akta yang membentuk perjanjian
nominee sama sekali tidak menimbulkan kepastian hukum bagi para
pihak yang terdapat dalam akta tersebut. Dalam hal ini, tidak hanya WNI
yang dirugikan namun Negara juga karena apabila mayoritas banyak
terjadi praktik nominee, tanah di Indonesia secara tidak langsung dimilik

oleh orang asing.
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5.2. Saran

Berdasarkan hasil dari pemaparan Penulis pada kesimpulan terkait hasil
penelitian ini, maka peran Notaris dan PPAT dalam peralihan hak atas tanah
sehubungan dengan adanya perjanjian nominee dapat dikategorikan sebagai
penyelundupan hukum. Oleh karena itu, Penulis bermaksud memberikan
saran mengenai permasalahan yang telah diuraikan pada pembahasan
penulisan hukum ini, yaitu:

1. Setiap Notaris dan PPAT memiliki perannya tersendiri. Namun
melakukannya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau
dengan kata lain melanggar hukum. Sebaiknya, Notaris dan PPAT sebagai
pejabat umum, untuk tetap mengakomodir kepentingan dari kedua belah
pihak dapat mengarahkan agar orang asing tersebut melakukan perbuatan
hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
Indonesia dengan cara menyarankan agar orang asing tersebut
menggunakan status hak atas tanah yang lain, yaitu hak pakai. Setiap
Notaris dan PPAT, mengetahui hanya punya hak pakai. Jika hendak dijual
dengan akta PPAT, seharusnya dijadikan dulu hak pakai agar orang asing
tersebut menguasai tanahnya secara legal. Setelah itu, baru dibuatkan AJB
lalu balik nama atas nama pembeli. Dengan pengetahuan hukum yang
dimiliki, sebaiknya setiap Notaris dan PPAT tidak mencari celah untuk
memberikan keuntungan pribadi bagi diri sendiri tanpa memperhatikan

aturan yang berlaku.

2. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3403
K/Pdt/2016, dalam hal Notaris dan PPAT maka notaris lalai memberikan
penyuluhan hukum kepada para pihak, sebaiknya setiap Notaris dan PPAT
dimintai pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya yang dinyatakan
batal demi hukum dalam perkara ini. Tindakan pelanggaran yang
dilakukan oleh Notaris yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai
kekuatan pembuktian sebagai akta bawah tangan atau suatu akta menjadi

batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang mengalami
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kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada

Notaris dan PPAT.

. Setiap Notaris dan PPAT baik secara langsung maupun tidak langsung
yang tetap melakukan peralihan hak atas tanah melalui perjanjian nominee,
maka setiap Kantor Pertanahan harus melakukan pengawasan secara aktif
terhadap para Notaris dan PPAT tersebut. Sederhananya, mengefektifkan
Kantor Pertanahan. Harus ada penegakan hukum yang tegas terhadap
segala bentuk peralihan hak atas tanah melalui perjanjian nominee.
Indonesia sudah memiliki aturan main yang jelas bahwa perjanjian
nominee dilarang. Permasalahannya terletak pada penegakan hukumnya itu
sendiri. Berdasarkan hal tersebut, apabila sudah ada penegakan hukum
yang tegas maka orang asing akan berpikir lebih lagi dalam membuat

perjanjian nominee tersebut.
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